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Abstrak 
Jumhur ulama membagi Negara yang merupakan alat 
kekuasaan dalam menerapkan hukum Islam—kepada dua bagian, 
yaitu dar al-Islam dan dar al-harb. Sementara ulama Syafiiyah 
menambahkan kategori dar al-ahd atau dar al-aman disamping 
keduanya. Para ahli fikih mazhab Syi ah Zaidiyah mengistilahkan 
dar al-waqf  untuk dar al-Islam dan dar al-Fasiq untuk dar al-
Harb. Sedangkan kelompok Khawarij sekteIbadiah menamakan 
dar al-Islam dengan dar al-tawhid, meskipun mayoritas 
penduduk musyrik atau munafik, selama menganut Islam tetap 
melaksanakan kegiatan keagaam mereka secara terang-terangan 
dan aman. Untuk dar al-harb mereka namakan dar al-syirk. 
 
Kata Kunci: darul Islam, darul harb, darul ahd 
 
 
 
 
 
 
A. Pendahuluan 
Perkembangan hidup manusia dari masa ke masa 
dipengaruhi oleh peradaban yang terus semakin melaju, sehingga 
permasalahan kenegaraan pun semakin luas. Untuk menciptakan 
mekanisasi suatu pemerintahan agar mampu mengatur kelancaran 
lalu lintas dalam mengendalikan roda pemerintahan itu 
diperlukan adanya pembagian kekuasaan.  
Pada permulaan lahirnya Negara Islam, pembagian 
kekuasaan Negara belum tampak, karena Al-Quran dan Sunnah 
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Rasul tidak memberikan  konsepsi secara terperincih, tetapi 
hanya bersifat global semata.  
Sebagaimana penulis mengemukakan dalam pembagian 
terdahulu, bahwa Nabi Muhammad Saw. bukan hanya sebagai 
Rasul yang membawa risalah Islamiah, melainkan pula sebagai 
kepala Negara merangkap sebagai hakim yang mengadili setiap 
oerkara. Kendatipun Nabi pada waktu itu merangkap berbagai 
jabatan namun sudah terlihat adanya isyarat yang menunjukan 
bahwa pada saat tertentu, beliau mengangkat para pembantunya 
didaerah-daerah tertentu untuk bertindak sebagai penguasa dan 
qadhi. 
 Perbedan syariat dengan nabi-nabi sebelumnya yang 
bersifat local dan temporal, syariat Islam yang dibwa oleh Nabi 
Muhammad SAW. bersifat internasional dan kekal hingga akhir 
zaman. Dengan akata lain syariat Islam bersifat Universal 
melintas batas-batas ruang dan waktu. Permasalahan yang 
dibahas dalam tulisan ini adalah apa yang dimaksud dengan 
Pembagian negara dalam Islam dan apa yang dimaksud dengan 
pembagian kekuasaan negara dalam Islam ?  
 
B. Pembahasan 
1. Pembagian Negara dalam Islam  
Perbedan syariat dengan nabi-nabi sebelumnya yang 
bersifat local dan temporal, syariat Islam yang dibwa oleh Nabi 
Muhammad SAW. bersifat internasional dan kekal hingga akhir 
zaman. Dengan akata lain syariat Islam bersifat Universal 
melintas batas-batas ruang dan waktu. Hal ini ditegaskan sendiri 
oleh Allah SWT dalam Al-quran :  
Kami tidak mengutusmu (wahai Muhammad) kecuali 
seluruh umat manusia, sebagai pembawa kabar gembira 
dan peringatan ….. (Q.S. Saba, 34:28)  
Meskipun Al-Quran mengklam syariat Islam bersifat kekal 
dan universal, Al-Quran juga mengakui kebebasan manusia untuk 
menerima sepenuh hati dan menolaknya dengan penuh kesadaran, 
tanpa merasa dipaksa. Dalam Surat Al-Kahfi, 18:28 Allah 
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memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk 
menyampaikan kebenaran Islam. Karena itu siapa yang mau 
beriman silakan, dan siapa yang ingkar (kafir) juga silahkan.  
Dalam ayat lainpun menegaskan bahwa masalah iman 
seseorang adalah urusan Allah. Nabi sendiripun tidak berhak 
memaksa seseorang lain mengikuti beliau. Kalau tuhanmu 
menghendaki, pastilah semua manusia dibumi ini akan beriman. 
Apakah engkou memaksa manusia, sehingga mereka beriman ? 
(QS. Yunus, 10:99) 
Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa secara ideal syariat 
Islam memang ditujukan untuk segenap manusia hingga akhir 
zaman. Namun realitas menunjukan bahwa tidak semua manusia 
menerima kebenaran Islam. Konsekuensi logis dari hal ini adalah 
bahwa syariat Islam tidak dapat diberlakukan untuk seluruh 
manusia. Berdasarkan kenyataan ini, jumhur ulama membagi 
Negara yang merupakan alat kekuasaan dalam menerapkan 
hukum Islam—kepada dua bagian, yaitu dar al-Islam dan dar al-
harb. Sementara ulama Syafiiyah menambahkan kategori dar al-
ahd atau dar al-aman disamping keduanya. Para ahli fikih 
mazhab Syi ah Zaidiyah mengistilahkan dar al-waqf  untuk dar 
al-Islam dan dar al-Fasiq untuk dar al-Harb. Sedangkan 
kelompok Khawarij sekteIbadiah menamakan dar al-Islam 
dengan dar al-tawhid, meskipun mayoritas penduduk musyrik 
atau munafik, selama menganut Islam tetap melaksanakan 
kegiatan keagaam mereka secara terang-terangan dan aman. 
Untuk dar al-harb mereka namakan dar al-syirk.  
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan identitas 
suatu Negara apakah termasuk dar al-Islam . diantara mereka ada 
yang melihat dari sudut hukum yang berlaku di Negara tersebut. 
Adapula yang memandang dari sisi keamanan warganya 
menjalankan syariat Islam. . sementara ada yang melihat dari sisi 
pemegang kekuasaan Negara tersebut.  
Iman Abu Yusuf (w. 182 H), tokoh terbesar mazhab Hanafi 
berpendapat bahwa suatu Negara disebut dar al-Islam bila 
berlaku hukum Islam didalamnya, meskipun mayoritas warganya 
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bukan muslim. Sementara dar al-Harb, menurutnya adalah 
Negara yang tidak memberlakukan hukum Islam, meskipun 
sebagian besar penduduknya beragama Islam.  
Al-Kisani (w. 587 H), juga ahli Fiqh Mazhab Hanafi, 
memperkuat pendapat Abu Yusuf. Menurutnya dar al-harb dapat 
menjadi dar al-Islam, apabila Negara tersebut memberlakukan 
hukum Islam.  
Dalam pemikiran moder, pandangan demikian itupula 
dianut oleh Sayyid Qutub (w.1387 H). Tokoh al-Ikhwan al-
Muslimun ini memandang Negara yang menerapkan  hukum 
Islam sebagai dar al-Islam, tanpa mensyaratkan penduduknya 
harus muslim ataupun bercampur baur dengan ahl al-zimmi.  
Al-rafi I (w.623 H), salah seorang tokoh mazhab Syafi I, 
menjadikan alat ukur untuk menentukan apakah sebuah Negara 
dar al-Islam atau dar al-harb dengan mempertimbangkan 
pemegang kekuasaan dalam Negara tersebut. Suatu  Negara 
dipandang sebagai dar al-Islam apabila dipimpin oleh seorang 
muslim. Pendapatnya ini didasarkan oleh kenyataan yang pernah 
dikembang pada masanya, diman seorang pemimpin sangat 
berpengaruh dan menentukan keputusan-keputusan politik 
Negara tersebut. Seorang pemimpin muslim yang memiliki 
komitmen kepada ajaran agamanya tentu akan berusaha 
menjalankan nilai-nilai Islam dan hukum Islam di negara yang 
dipimpinnya.  
Imam Abu Hanifah (80-150 H)  membedakan dar al-Islam 
dan dar al-Harb berdasarkan rasa aman yang dinikmati 
penduduknya. Bila umat Islam merasa aman dan at Home dalam 
menjalankan aktivitas keagamaan mereka, maka Negara tersebut 
termasuk dar al-Islam. Sebaliknya, bila tidak ada rasa aman 
untuk umat Islam, maka Negara itu masuk katagori dar al-harb.  
Sementara Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H), 
berpendapat bahwa dar al-Islam  adalah Negara yang wilayahnya 
didiami oleh (Mayoritas ) orang-orang Islam dan hukum yang 
berlaku dinegara tersebut adalah hukum Islam. Bila kedua unsur 
ini tidak terpenuhi, maka Negara itu bukan dar al-Islam.  
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Dari perbedaan -perbedaan pendapat diatas, dapat ditarik 
benang merah bahwa mayoritas ahli fiqh mesyaratkan suatu  
negara  sebagai dar al-Islam, bila pemegang kekuasaan beragama 
Islam, sehingga hukum Islam dapat mereka jalankan dengan baik. 
Kalou hali ini tidak terlihat, maka negra tersebut termasuk 
kedalam  katagori  dar al-harb. Konsekuensi logis dari kenyataan 
ini adalah bahwa umat  Islam akan memperoleh jaminan 
keamanan dinegara atau wilayah tersebut. Sebaliknya, dengan 
tidak berlakunya hukum Islam dan berkuasanya orang non-
muslimdinegara tersebut, maka Negara itu disebut dar al-harb 
meskipun ada umat Islam yang tinggal disana.  
Menurut Javid Iqbal, dar al-Islam adalah Negara yang 
pemerintahannya dipegang oleh umat Islam, mayoritas 
penduduknya beragama Islamdan menggunakan hukum Islam 
sebagai undang-undangnya karena kekuasaan mutlak atau 
kedaulatan puncak berada pada Allah, maka dar al-Islam harus 
menjungjung tinggi supremasi hukum Islam; selanjutnya, karena 
masyarakat muslim harus diperintah menurut hukum Islam, maka 
pemimpin pemerintahannya juga haruslah muslim agar mereka 
dapat melaksanakan hukum Islam.  
Namun, dalam perkembangan modern, kriteria ini telah 
bergeser. Suatu negra disebut dar al-Islam, bila penduduknya 
mayoritas agama muslim, meskipun Negara tersebut tidak 
sepenuhnya menjalankan hukum Islam. Contoh Negara ini antara 
lain adalah Indonesia dan Mesir. Disamping itu, kriteria hukum 
Islam dalam suatu Negara tentu merupakan hal terpenting untuk 
menentukan Negara itu disebut dar al-Islam, meskipun tidak 
sepenuhnya penduduknya beragama Islam. Contoh kriteria kedua 
ini termasuk Iran, Malaysia dan Pakistan. Kedua criteria inilah 
yang digunakan oleh organisasi Konperensi Islam (OKI) dalam 
menetapkan dar al-Islam. 
Adanya pembedaan dar al-Islam dan  dar al-harb ini 
menurut Wahbah al-Zuhaili, adalah disebakan oleh peperangan 
yang terjadi antara umat Islam dengan non-muslim. Karena 
banyak diantara dar al-Islam dan dar al-harb yang muncul 
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melalui peperangan. Meskipun demikian, pendapat Zuhaili ini 
tidak sepenuhnya benar. Ada di anatara Negara yang lahir secara 
alami dan damai. Oleh sebab itu, perlu pula diamati pandangan 
ulama lain dalam hal ini. Mayoritas ahli Fiqh memandang 
pembagian Negara atau wilayah dar al-Islam dan dar al-harb 
didorong oleh beberapa faktor berikut :  
1. Untuk menata dan mengatur kepentingan muslim 
secara umum sebagai pemimpin yang dipimpin 
disuatu wilayah dalam hubungan dengan non-
muslimyang berada diwilayah ataua Negara yang 
sama; dan dengan Negara atau wilayah yang 
berdampingan dengannya;  
2. Sebagai upaya untuk menerapkan hukum Islam, 
baik bagi umat Islam itu sendiri maupun non 
muslim yang menetap diwilayah Islam;  
3. Sebagai usaha ahli fiqh untuk untuk merespon dan 
menata hukum Islam, terutama dalam bidang 
muamalat dan munak ahat, serta menetapkan 
hukum hubungan antara Negara non muslim 
dalam berbagai lapangan kehidupan.  
Perbedaan anatara dar al-Islam dan dar al-harb bukan 
hanya terletak pada sisi hukum yang berlaku di sisi huku yang 
beraku dimsing-masing Negara tersebut, melainkan juga karena 
perbedaan penguasa/ pemimpin Negara tersebut. Oleh sebab itu 
dalam dar al –Islam dan dar al-harb juga terdapat perbedaan 
kategori. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, maka suatu dar al-Islam 
dan dar al-harb dapat dibagi kedalam tiga kategori :  
1. Wilayah atau Negara yang didalamnya tidak terpenuhi 
unsure pokok sebagai dar al-Islam, yaitu 
pemberlakukan hukum Islam dan kekuasaan politik 
yang beradadi tangan non-muslim.  
2. Wilayah atau Negara yang hanya memenuhi salah satu 
unsure pokok untuk disebut sebagai dar al-Islam, 
meskipun tidak utuh. Wilayahnya dikuasai oleh non-
muslim dan huku  yang berlakupun bukan hukum  
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Islam, namun, umat Islam yang menetap dinegara 
tersebut diberi kelonggaran untuk melaksanakan 
sebagian hukum  Islam, sehingga dapat disebut dar al-
Islam (menurut Abu Hanifah). Negara dalam bentuk 
ini dapat berupa  :  
a. Dar al-harb yang dipimpin dan dikuasai oleh non muslim, 
namun umat Islam di Negara ini dizinkan melaksanakan 
kewajiban agamanyadan sebagian syiar Islam, seperti sholat, 
zakat, haji, pernikahan dan warisan. Kondisi inilah yang 
dijadikan alasanoleh Al-Marwadi (w.450 H) untuk mengelopokan 
kedalam dar al-Islam. Muhammad  Rasyid Rida pun memperkuat 
pendapat ini. Berdasarkan pengamatan nya pada Negara-negara 
Eropa dan Amerika, ia melihat umat Islam dinegara ini dapat 
dengan aman menjalankan kewajiban agamanya.  
Dalam konteks Negara modern, beberapa Negara Asia Tenggara, 
seperti Singapur dan Filipina juga termasuk dalam kategori ini. 
Singapura mengatur pelaksanaan keagamaan umat Islam( The 
Administration of Muslim Law Act, AMLA). Undang-undang ini 
mengatur tentang dewan agama Islam, pengadilan agama dan 
pencatatan perkawinan Islam. Lembaga-lembaga tersebut 
diberikan kewenangan oleh Negara untuk menerapkan syariat 
Islam secara fleksibel. Sementara Filipina, sejak 1977, 
mengeluarkan kitab Undang-undang perseorangan Muslim 
Filipina yang mengatur hukum sipil umat Islam berdasarkan 
hukum syariat.  
b. Wilayah atau Negara yang awalnya dikuasai umat Islam, 
tetapi kemudian diambil alih oleh orang-orang non- muslim 
(kafir), sehingga umat Islam setempat terpaksa tunduk pada 
mereka. Umat Islam dalam Negara ini tetap menjalankan agama 
mereka, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang 
mereka hadapi. Mereka tetap berjuang memperoleh hak-hak 
materi dari orang-orang kafir tersebut. Termasuk dalam kategori 
ini adalah Negara-negara di Asia Tengah yang pernah dicaplok 
oleh Uni soviet. Setelah Negara beruang merah  ini bubar pada 
akhir 1980-an, Negara-negara muslim tersebut seperti 
  87 
 
al Qisthâs; Jurnal  Hukum dan Politik 
Uzbekkistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan dan 
Azerbaijan bangkit kembali menunjukan identitas keIslamannya. 
Disamping itu, Negara-negara Bosnia, Kosovo dan beberapa 
Negara muslim Balkan di bekas Yugoslovia juga termasuk dalam 
kategori ini.  
c. Wilayah ataua Negara yang dipimpin oleh orang-orang 
ahli Bidah yang menyataan secara langsung dan tidak langsung 
keluar dalam barisan umat Islam yang berpegang kepada Al-
Quran dan Al-Sunnah. Dalam bentuk lain, wilayah ini dipimpin 
oleh orang-orang fasik. Mereka masih mengaku sebagai 
muslim,tetapi tidak menjadikan hukum Islam dalam 
pemerintahannya. Mereka menepatkan hukum ciptaan manusia 
sebagai aturan yan berlaku.  
d. Untuk contoh Negara ini, agaknya adalah Turki yang 
dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha sejak melakukan 
sekularisasi pada 1924. Sejak kejatuhan khalifah Usmani pada 
tahun tersebut, Turki mencampakan Agama (Islam) dalam 
pemerintahannya. Islam tidak boleh ikut campur dalam 
ketatanegaraan mereka. Bahkan sampai sekarang mereka, 
didukung oleh militer, berusaha mencegah masuknya kembali 
agama dalam sistem politik mereka.  
Sebagaimana halnya dar al-harb diatas, dalam dar al-
Islam juga terdapat beberapa perbedaan. Hal ini didasarkan pada 
tingkat kecusian wilayah dan hak non-muslim untuk menetap 
diwilayah dar al-Islam tersebut. Dalam hal ini ada tiga bagian . 
pertama kota Mekah, dan wilayah sekitarnya. Jumhur ulama juga 
memasukan kota Madinah dalam kelompok ini dikedua wilayah 
ini orang-orang non muslim , baik ahl al-zimmi maupun 
mustamin. Tidak boleh mentap. Bahkan untuk kota Mekah, 
disekitar Masjidil al-Haram, orang-orang non-muslim sama sekali 
tidak boleh memasukinya. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah 
dalam Al-Quran surat al-Tawbah, 9:28:  
لاف سنج نوكرشلا انمإ اونما نيذلا اهيآاي مارحرا  دجمسا اوو رري 
اع  عوماذى مه 
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Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-
orang yang musyrik adalah najis. Karena itu, jangan 
mereka mendekati al-Masjidil Al-Haram setelah tahun  
ini 
Ayat ini menunjukan larangan bagi orang musyrik untuk 
mendekati al-Masjidil al-Haram secara khusus, yang dimagsud 
adalah wilayah Mekah dan sekitarnya yang disebut dengan tanah 
Haram.  
Kedua, wilayah Hijaz. Wilayah ini boleh dimasuki oleh 
non-muslim dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah 
Islam. Akan tetapi mereka tidak boleh menetap diwilayah ini 
melebihi batas maksimal yang dibutuhkan untuk melakukan 
perjalanan (over stay), yaitu selama tiga hari,. Ketentuan ini 
berlaku berdasarkan keputusan khalifah Umar ibn al-Khathhab 
yang mengijinkan orang-orang  yahudi tinggal di Hijaz selama 
tiga hari untuk urusan dagang mereka.  
Ketiga, wilayah dan Negara-negara Islam lainnya, selain 
Mekah dan Madinah serta Hijaz. Diwilayah ini, pemerintah Islam 
boleh melakukan akad Zimmah dengan non-muslim lainnya, 
seperti mustamin dan harbiyun. Mereka boleh masuk dan 
menetap diwilayah ini untuk sementara waktu berdasarkan 
perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak.  
3. Wilayah atau Negara yang dikategorikan sebagai dar 
al-harb , wilayah ini dikuasai oleh pemerintahan yang 
non-muslim dan tidak memberakukan hukum Islam. 
Penduduk muslim yang menetap disini tidak mendapat 
kesempatan untuk menjalankan ajaran agamanya. Dar 
al-Harb dalam ini terbagi dua, yaitu :  
a. Dar al-harb yang menjadi tempat harbiyun dan 
tidak terikat perjanjian atau hubungan diplomatic 
dengan Negara Islam;  
b. Dar al-Muwadaah atau dar al-muhadanah, yaitu 
Negara yang dikuasai oleh non-muslim dan 
mempunyai ikatan kerja sama atau hubungan 
diplomatic dengan Negara non-muslim. Mereka 
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tidak tunduk dalam kekuasaan Islam dan berdaulat 
penuh terhadap negaranya, namun teah 
mengdakan perjanjian ini bisa terjadi sejak 
semula, atau sebagai alternative abgi mereka untuk 
menghindarkan terjadinya peperangan antara 
mereka dengan umat Islam. Kategori Negara ini 
disebut juga dengan dar al-shulh atau dar al-
aman.  
Pengikut Syiah Zaidiyah membedakan anatara non-
muslim  berdasarkan sikap mereka terhadap dar al-Islam. Bila 
sebuah Negara atau wilayah dikuasai dan dipimpin oleh orang 
kafir, tapi tidak memerangi dar al-Islam, maka Negara mereka 
disebut dar al-kurf. Tetapi bila memerangi Islam, Negara mereka 
disebut dar al-harb.  
 
2. Perubahan Dar al-Islam dan Dar al-Harb  
Berpihak pada unsur pada unsur hukum yang beraku dan 
pemegang kekuasaan untuk menetukan sebuah Negara disebut 
dar al-Islam, maka bisa saja terjadi perubahan status dar al-Islam 
menjadi dar al-Harb, atau sebaliknya. Namun ulama berbeda 
pendapat tentang masalah ini.  
Sebagaian pengikut Mazhab Syafii berpendapat bahwa 
suatu Negara yang telah menjadi dar al-Islam tidak dapat 
berubah status menjadi dar al-Harb. Pendapat ini diperkuat pula 
oleh Imam al-Nawawi. Menurutnya dar al-Islam yang 
didalamnya telah menetap umat Islam tetap dipandang sebagai 
dar al-Islam, meskipun kemudian dikuasai oleh non-muslim. 
Berdsarkan pendapat ini, suatu Negara yang telah menerapkan 
hukum Islam dan dikuasai oleh pemerintah muslim dan waktu 
tertentu tetap dianggap sebagai dar al-Islam selamanya.  
Sejalan dengan perkembangan sejarah, pendapat para 
ulama syafiiah di atas juga berkembang. Sebagian pengikut 
mazhab syafiiah merumuskan bahwa dar al-Islamiah yang 
kemudian dikuasai oleh non-muslim tetap tidak berubah status 
menjadi dar al-Harb apabila orang-orang Islam tidak dihalangi 
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untuk menjalankan syariat agama mereka. Bila penguasa non-
muslim tersebut menghalangi mereka melaksanakan ajaran Islam, 
maka dari dar al-Islam tersebut pun berubah menjadi dar al-harb.  
Sedangkan Abu Yusuf, Ibn Qudamah (w.620 H), sebagian 
pengikut Syi ah Zaidiyah dan Mutazilah berpendirian bahwa dar 
al-Islam dapat berubah menjadi dar al-harb apabila 
pemerintahannya dipegang oleh non-muslim dan didalamnya 
tidak berlaku lagi hukum Islam. Untuk memperkuat pendapat, 
mereka mengemukakan beberapa argument sebagai berikut : 
pertama, suatu Negara dapat disebut dar al-Islam bila berlaku 
didalamnya hukum Islam dan penguasa Negara tersebut memberi 
kebebasan kepada umat Islam untuk melaksanakan agama 
mereka. Bila hal ini tidak terwujud, maka Negara tersebut 
dipandang sebagai dar al-harb. Kedua, mayoritas Fuqoha 
menyetujui perubahan dar al-Hard menjadi dar al-Islam dengan 
syarat diberlakukannya hukum Islam sebagai perundang-
undangan Negara tersebut. Oleh sebab itu setatus dar al-harb 
tidak berubah selama mereka tidak memakai hukum Islam. 
Ketiga, pengelompokan Negara kepada dar al-Islam dan dar a-
harb yang didasarkan kepada pemegang kekuasaan mempunyai 
konsekuensi bahwa pemerintahan Islam adalah dar al-Islam, 
meskipun sebelumnya merupakan dar al-harb.  
Pengikut Mazhab Maliki dan sebagian pengikut mazhab 
Syafii berpendapat bahwa dar al-Islam tidak dapat berubah 
menjadi dar al-harb hanya karna hukum Islam tidak berlaku atau 
pemerintahannya tidak dipegang oleh umat islma. Menurut 
mereka, selama warga muslim masih dapat mempertahankan 
eksistensi mereka dan mereka dapat menjalankan sebagian syariat 
Islam seperti shalat dan adzan, maka Negara tersebut masih 
tergolong dar al-Islam.  
Ibn Taimiyah mempertimbangkan agama yang dipeluk 
penduduk suatu Negara dalam menetukan identitas Negara yang 
bersangkutan. Negara yang ada umat Islam didalamnya disebut 
dar al-Islam, sehingga dar al-Islam sulit berubah menjadi dar al-
Harb. Sementara Abu Hanifah memberikan kemungkinan terjadi 
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perubahan  dar al-islm menjadi dar al-harb apabila terdapat 
beberapa hal berikut ini ; 1). Yang berlaku di Negara tersebut 
bukan lagi hukum Islam. 2). Negara Islam berdampingan tanpa 
batas yang jelas denga  dar al-harb, sehingga antara kedua 
Negara bertetangga tersebut tidak pula dibatasi oleh dar al-Islam, 
dan 3). Muslim atau ahl al-zimmi yang menetap disana tidak lagi 
merasa aman melaksanakan kegiatan . sebagaimana diuraikan di 
atas, Abu Hanifah menekankan identitas dar al-Islam. Karena itu, 
apabila tiga unsur ini tidak terwujud, maka Negara tersebut tidak 
termasuk dalam katagori dar al-Islam.  
 
3. Kewarganegaraan  
Islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan 
kebagiaan manusia, baik didunia maupun di akhirat. . ajarannya 
tetap actual bagi manusia disegala jaman dan tempat. Islam tidak 
hanya merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga alam bagi 
semesta. Islam memberlakukan manusia secara adil tanpa 
membeda-bedakan kebangsaan, warn kulit dan agamanya. 
Berdasarkan prinsip ini maka agama Islam membuat berbagai 
ketentuan yang mengatur hubungan anatara sesame manusia, baik 
muslim sendiri maupun non muslim.  
Dengan berlandaskan pada agama yang diyakini seseorang, 
mempertimbangkan Negara yang menjadi tempat dan ada atau 
tidaknya ikatan perjanjian Negara pemerintah Islam, para ulama 
fiqh membagi kewarganegaraan seorang muslim dan non-
muslim. Orang non-muslim terdiri dari ahl al-zimmi, mustamin, 
dan harbiyun. Penduduk dar al-Islam terdiri dari muslim, ahl al-
zimmi, dan mustamin sedangkan penduduk dar al-harb terdiri 
dari muslim dan habiyun.  
 
a. Muslim  
Istilah muslim merupakan nama yang diberikan bagi 
orang yang menganut agama Islam. Seorang muslim menyakini 
dengan sepenuh hati kebenaran agama Islam dalam akidah, 
syariah dan akhlak sebagai aturan hidupnya. Disamping itu, ia 
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menantang apabila bentuk penyimpangan yang dapat berubah 
identitasnya sebagai seorang muslim. Kata muslim berasal dari 
bahasa Arab, yang berarti orang yang selamat. Ini seakar dengan 
kata Islam yang berarti menyelamatkan. Kedua istilah ini banyak 
terdapat dalam al-quran dan hadist Habi. Gelar muslim sendiri 
langsung diberikan Allah kepada manusia, sebagaimana dalam 
surat al-Hijj, 22:78:  
 ا يهش لوسرلا نوكيل اذى فيو لبق نم ينملجمسا مك اسم وى
هش اونوكتو مكيلع لع ءاى ل ان سا 
…. Dia yang menamakan kamu dengan muslim semenjak 
masa lalu. Hal ini dimaksudkan supaya Nabi Saw. 
menjadi saksi atas kamu dan kamu menjadi saksi atas 
sekalian manusia.  
Seseorang dapat disebut muslimah tidak hanya sekedar 
menganut dan meyakini Islam sebagai agamanya. Lebih dari itu 
keyakinan tersebut harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan 
kongkret.  
Berdasarkan tempat menetapnya, muslim antara satu 
dengan yang lainnya. Pertama mereka yang menetap di dar al-
Islam dan mempunyai komitmen yang kuat untuk 
mempertahankan dar al-Islam. Termasuk dalam kelompok ini 
adalah orang Islam yang menetap sementara waktu di dar al-
Islam sebagai musta min dan tetap komitmen kepada Islam serta 
mangakui pemerintahan Islam. Kedua, muslim yang tinggal 
menetap di dar al-harb dan tidak berkeinginan untuk hijrah ke dar 
al-Islam. Status mereka, menurut Imam Malik, Syafi dan Ahmad, 
sama dengan muslim lainua di dar al-Islam. Harta benda dan jiwa 
mereka tetap terpelihara. Namun menurut Abu Hanifah, mereka 
berstatus sebagai penduduk harbiyun, karena berada di Negara 
yang tidak dikuasai Islam. Konsekuensinya, harta benda dan jiwa 
mereka tidak terjamin.  
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b. Ahl al-Zimmi  
Kata ahl al-Zimmi atau ahl al-zimmah merupakan bentuk 
takrib Idhafi (kata majemuk) yang masing-masing katanya berdiri 
sendiri. Sedangkan kata “ahl”, secara bahasa, berarti janji, 
jaminan dan keamanan. Seseorang yang mempunyai janji disebut 
rajulun zimmiyyun. Zimmah dalam arti janji dapat dilihat dalam 
surat al-Tawbah,9:10:  
ا مى كئلوآو ةمذ لاو لاإ نمؤم في نوبق ري لامس نو دع 
Mereka tidak menunjukan sikap bersahabat dan tidak 
setia pada janji yang mereka lakukan terhadap orang-orang 
beriman dan tidak pula mengindahkan perjanjia. Merekalah 
orang-orang yang melampaui batas.  
Dalam pandangan al-Ghazali(w. 505 H), ahl al-Zimmi 
adalah setiap ahli kitab yang telah baligh,berakal, merdeka, laki-
laki, maupun berperang dan membayar jizyah. Ibn Al-Juza’i al-
maliki memberikan definisi yang hampir sama dengan al-Ghazali 
dengan mendefinisikan ahl al-zimmi sebagai “orang kafir yang 
merdeka, baligh, laki-laki, menganut agama yang bukan Islam, 
mampuh membayar jizyah dan tidak gila.” Al-Unqari (w. 1383 
H)mempertegas pendapat diatas dengan menyimpulkan bahwa 
ahl al-zimmi adalah orang non-muslim yang menetap di dar al-
Islam dengan membayar Jizyah.  
Pemerintah Islam boleh melakukan perjanjiann akad 
dengan non-muslim yang ingin menetap di dar al-Islam. Namun 
dalam menetukan non-muslim mana yang termasuk ahl al-
zimmah ini, ulama berbeda pendapat. Menurut kesepakatan para 
ulama, ahl al-zimmah adalah, mereka yang termasuk dalam 
kategori ahl al-kitab , yaitu Yahudi dan Nasrani, serta majusi. 
Penganut agama ini dapat diterima untuk mengadakan perjanjian 
dengan pemerintahan Islam. Penganut agama Majusi 
dikelompokan kepada ahl al-kitab atas dasar kesamaan mereka 
yang memiliki kitab suci sebagai mana ahl al-kitab lainnya, 
meskipun kemudian mereka tinggalkan. Jadi, pada prinsipnya, 
menganut Majusi bukan ahl al-kitab. Kewajiban Jizyah yang 
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dibebankan kepada mereka adalah berdasarkan peraktik Nabi 
Muhammad SAW.  
Mayoritas ulama sepakat mengenai ketidak bolehan 
orang-orang murtad melakukan akad Zimmah dengan 
pemerintahan Islam, berdasarkan firman Allah QS. Al-Fath 
48:16. 
جي وآ منه ولت ارتلنوم  
Kamu perangi mereka, atau mereka sendiri menyerah 
masuk Islam.  
 Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan menerima 
orang musrik sebagai ahl al-Zimmi. Mazhab Syafi’i, Hanbali, 
Zahiri dan Syi’ah, Imamiah, berpendapat bahwa pemerintahan 
Islam tidak boleh menerima orang Musyrik yang bukan ahl al-
kitab sebagai ahl al-Zimmi dan memungut Jizyah mereka. 
Mereka berlandaskan pada QS. Al-Tawbah 9:5.  
 ثيح ينك رشمس ا ولدق اق جومى وتم 
Perangilah orang-orang musyrik dimanapun kamu bertemu 
dengan mereka.  
Sementara Imam Malik, Al-Auza’i , dan Ibn Qoyyim, Al- 
Jauziah berpendapat bahwa jizyah boleh diambil dari orang non-
muslim manapun, tanpa memandang mereka sebagai ahl al-kitab 
atau bukan. Mereka beralasanpada perbuatan Nabi SAW yang 
mengajak raja-raja sekitar arab untuk memeluk Islam atau 
menerima alternatif membayar pajak beliau tidak membedakan 
antara orang arab dannon-arab. Ketidak bolehan menerima 
mereka sebagai ahl al-Zimmi dengan membayar pajak dan 
menuntut mereka untuk memluk Islam bertentangan dengan 
prinsip ajaran Islam yang memberikan kebebasan kepada 
manusia mengamalkan keyakinan agama mereka tanpa paksaan. 
Jadi akad Zimmah boleh dilakukan oleh pemerintahan Islam 
dengan non-muslim manapun.  
Nabi sendiri mencontohkan sikap beliau kepada Zimmi. 
Dalam sebuah riwayat menceritakan bahwa seorang yahudi 
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datang kepada beliau dan dengan cara tidak sopan meminta 
beliau agar membayar utang kepadanya. Melihat sikap tidak 
sopan ini Umar naik darah dan ingin memukul yahudi tersebut. 
Namun Nabi mencegah Umar dengan menyatakan, 
“sesungguhnya ia mempunyai hak jaminan keamanan dari kita. 
Bukankan saya telah meyuruhnya meminta (utang tersebut) 
dengan baik dan menyuruh diriku sendiri agar membayarnya 
dengan baik pula ?” Nabi pun akhirnya membayar utangnya dan 
melebihinya sedikit. (H.R Muslim).  
 
c. Musta’min  
Secara bahasa, kata “musta’min” merupakan bentuk isim 
fa’il (pelaku) dari kata kerja ista’mana. Kata ini seakar dengan 
kata amana yang berarti aman. Dengan demikian, kata ista’mana 
mengandung pengertian “meminta jaminan keamanan, dan orang 
yang meminta jaminan tersebut disebut musta’min.  
Musta’min yang memasuki wilayah dar al-Islam bisa 
sebagai utusan perdamaian , anggota korps diplomatik, 
pedagang/investor, pembawa jizyah atau orang-orang yang 
berjiarah. Mereka menetap di dar al-Islam dapat berubah menjdi 
zimmi melalui perjanjian yang dibuat dengan pemerintahan 
Islam.  
Ajaran Islam membolehkan dar al-Islam menerima 
permohonan non-muslim untuk meminta jaminan keamanan 
berdasarkan surat al-Tawbah, 9:6: 
 حأ نإو  ملاك حمجي تىح هرج آف كر اددسا ينك رشمسا نم 
انوملعي لا موق منه آو كلذ وغلوآ ثم لله 
Jika salah seorang diantara kaum musyrik itu meminta 
suaka kepadamu, maka lindungilah dia supaya ia sempat 
mendengarkan firma Allah. (setelah itu)  antarkanlah ketempat 
yang aman dimana ia bebas menganut kepercayaannya.  
Menurut Mazhab Maliki, keamanan yang yang tidak 
dibatasi oleh waktu dengan sendirinya berakhir setelah melewati 
96 
 
  Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2016 
masa empat bulan. Sedangkan keamanan yang dibatasi waktu 
tertentu berakhir sesuai dengan masanya, selama perjanjian 
tersebut tidak dibatalkan.  
Mazhab Hanafi dan Syafi’i Zaidiyah membatas masa 
aman maksimal selama setahun. Bila lewat masa setahun, maka si 
musta’min wajib membayar jizyah kepada pemerintahan Islam,  
sebagaimana halnya ahl al-zimmi. Sementara mazhab Hanbali 
memberi batasan waktu yang lebih luas dan lama, yaitu empat 
tahun. Ahmad ibn Hanbal merujuk pedapatnya berdasarkan pada 
kenyataan sejarah bahwa para anggota korps diplomatik 
memperoleh jaminan keamanan selama tiga hingga empat tahun.  
 
d. Harbiyun  
Kata “harbiyun” berasal dari harb, berarti perang. Kata ini 
digunakan untuk pengertian warga negara dar al-harb yang tidak 
menganut agama Islam dan antara negara Islam dengan dar al-
harb tersebut tidak terdapat hubungan diplomatik.  
Menurut Syi’ah Imamiyah, istilah harbiyun dipakai untuk 
non-muslim selain ahl al-kitab. Pandangan ini berawal dari 
asumsi bahwa antara Islam dan agama ahl al-kitab memiliki 
kesamaan, yaitu sama-sama agama samawi yang berasal dari 
Allah. Orang-orang harbiyun tidak terjamin keamanannya bila 
memasuki dar al-Islam, karena terwujudnya rasa aman bagi 
mereka adalah berdasarkan salah satu dari dua hal, yaitu beriman 
memeluk agama Islam, atau melalui perjanjian damai.  
Dari penjelasa diatasa, dapat disimpulkan bahwa warga 
negara dar al-Islam terdiri dari umat Islam, ahl al-zimmi dan 
musta’min. Sedangkan warga negara dar al-harb terdiri dari non-
muslim yang disebut harbiyun, muslim sendiri dan musta’min. 1 
 
C. Pembagian Kekuasaan Negara Dalam Islam  
Perkembangan hidup manusia dari masa kemasa 
dipengaruhi oleh peradaban yang terus semakin melaju, sehingga 
                                                 
1
 Muhammad Iqbal. Fiqh Siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik. 
Gaya Media Pratama. Jakarta. 2001. Hal     221-238  
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permasalahan kenegaraan pun semakin luas. Untuk menciptakan 
mekanisasi suatu pemerintahan agar mampu mengatur kelancaran 
lalu lintas dalam mengendalikan roda pemerintahan itu 
diperlukan adanya pembagian kekuasaan.  
Pada permulaan lahirnya Negara Islam, pembagian 
kekuasaan Negara belum tampak, karena Al-Quran dan Sunnah 
Rasul tidak memberikan  konsepsi secara terperincih, tetapi 
hanya bersifat global semata.  
Sebagaimana penulis mengemukakan dalam pembagian 
terdahulu, bahwa Nabi Muhammad Saw. bukan hanya sebagai 
Rasul yang membawa risalah Islamiah, melainkan pula sebagai 
kepala Negara merangkap sebagai hakim yang mengadili setiap 
oerkara. Kendatipun Nabi pada waktu itu merangkap berbagai 
jabatan namun sudah terlihat adanya isyarat yang menunjukan 
bahwa pada saat tertentu, beliau mengangkat para pembantunya 
didaerah-daerah tertentu untuk bertindak sebagai penguasa dan 
qadhi.  
Father Rahman mengatakan, didalam peraktik Rasulullah 
Saw. mengangkat beberapa orang untuk menjadi penguasa 
tunggal disuatu daerah yang sekaligus menjabat sebagai qadhi 
antara lain sebagai berikut :  
1. Muadz bin Jabal ra. Beliau diangkat sebagai 
gubernur dan merangkap sebagai qadhi didaerah 
dataran tinggi di Yaman bagian Timur.  
2. Abu Musa Al-Asy ari ra. Beliau diangkat sebagai 
penguasa dan qadhi didaerah dataran rendah, di 
Yaman bagian barat yang berhadapan dengan laut 
merah. Pada waktu pemerintahan Umar bin 
Khatabb beliau dipindahkan kedaerah Kufah dan 
Bashrah.  
3. Ali bin Abi Thalib ra. Beliau diangkat sebagai 
gubernur di Yaman dan sekaligur sebagai qadhi.  
4. Attab bin Asib, beliau diangkat menjadi wali kota 
Mekkah diwaktu beliau baru berumur 21 tahun.  
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Pada masa itu peradilan belum ada yang khusus 
menanganinya, sehingga lembaga itu dipegang  langsung oleh 
penguasa.  
Disamping itu, Nabi Muhammd Saw. memohon pendapat 
dan bertimbang para sahabat dalam memecahkan suatu masalah 
yang berhubungan dengan masalah-masalah keduniaan yang 
tidak diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul, beliau sangat 
konsekuensi menerima konsesus para sahabat, sekali pun 
terkadang tidak berkenan pada hati nuraninya, sebagai contoh 
peristiwa perang Uhud, Nabi bermaksud bertahan dan menanti 
musuh didalam kota. Tetapi suara terbanyak mendesak supaya 
jangan bertahan, melainkan maju menemui musuh ke medan 
perang, walaupun didalam hati ia tahu bahwa tindakannya itu 
tidak tepat. Demikian jiwa demokrasi yang telah ditinggalkan 
oleh nabi. Beliaupun pernah … menerima pendapat Habbah 
dalam memilih tempat berkemah tentara Islam dalam perang.  
Setelah Rasulullah Saw. wafat, tugas kekuasaan digantikan 
oleh sahabat Abu Bakar dan pada masa iyu urusan qadhi 
diserahkan kepada Umar bin Khatab selama 2 tahun lamanya. 
Begitu pula, setelah kekuasaan dipegang Umar bin Khattab, ia 
memisahkan antara kekuasaan peradilan dan kekuasaan 
pemerintahan,  dan ia mengangkat Abu Darda sebagai Qadhi kota 
Madinah, dan Syurekh bin Qaes bin Abi al Ash di Mesir.  
Penyempurnaan pembagian kekuasaan ini terus dilakukan 
dari periode ke periode. Perputaran zaman ini mengundang para 
ahli hukum Islam untuk memberikan pembagian kekuasaan 
Negara, karena situasi dan kondisi menghendakinya, sehingga 
mereka membagi kekuasaan Negara itu kepada beberapa bagian 
sesuai dengan kebutuhan. Hasbi Ash – Shiddieqy membagi 
kekuasaan kepada Sulthan Tasyri iyah didalam Islam 
dikendalikan oleh ahlul ijtihad / para mujtahid dan oleh ahlul 
Halli wal aqdi, Sulthah Qadhaiyah dikendalikan oleh Rijalul 
Qadhal para hakim.  
Sedangkan Abdul Qadir Audah membagi kekuasaan 
kepada :  
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1. Sulthah Tanfidziyah ( kekuasaan penyelenggaraan 
undang-undang). 
2. Sulthah Tasyri iyah (kekuasaan pembuatan Undang-
undang).  
3. Sulthah Qadhaiyah (kekuasaan kehakiman).  
4. Sulthah Maliyah (kekuasaan keuangan). 
5. Sulthah Muraqabah Wat Taqwin (kekuasaan 
pengawasan masyarakat).  
Pembagian kekuasaan tersebut tidak selamanya mengikat, 
tentunya bergantung kepada situasi dan kondisi daerah yang 
bersangkutan disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan 
masing-masing. Namun, masing-masing sulthah tersebut dalam 
kategori kenegaraan Islam satu sama lain saling menunjang, dan 
ada integrasi serta tidak bisa dipisahkan secara tajam, seperti teori 
yang sudah dikenal yang dicetuskan oleh Mountesqiue dengan 
Trias Politika yang pada peraktiknya memisahkantugas lembaga-
lembaga tersebut.  
Trias Politika ialah kekuasaan Negara terdiri dari tiga 
macam kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan 
yang membuat undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif atau 
kekuasaan yang melaksanakan undng-undang. Ketiga, kekuasaan 
yudikatif atau kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran 
undang-undang. Trias politika ini sebaliknya tidak diserahkan 
kepada orang yang sama, untuk mencegah 
penyalahgunaannkekuasaan oleh pihak yang berkuasa.  
Trias Politika ada kesamaan dalam teori kekuasaan Negara 
dalam Islam. Sulthah at-Tasyri iyah identik dengan lembaga 
legislatif. Suthah at- Tanfidziyah sama dengan lemabaga 
eksekutif dan Sulthah al-Qadhaiyah identik dengan lembaga 
yudikatif.  
Pemegang kekuasan dalam Islam, baik pada lembaga 
legislatif, eksekutif dan yudikatif, pada hakikatnya merupakan 
pendelegasian mandat dari Allah Swt. untuk mengatur Negara itu 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum-Nya. Mereka itu 
disebut Ulil Amri.  
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Kekuasaan dalam Negara Islam baik eksekutif (khalifah 
atau imam) ataupun legislatif (ahlul hilli wal aqdi atau ahlul ar-
Rayi) adalah amanat Allah Swt,. yang dikuasakan untuk 
menjalankannya kepada orang-orang yang telah mendapatkan 
mandat (ulil Amri) kepada mereka diharuskan menjalankan 
ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-
Quran dan As-Sunnah yang dalam menjalankan amanat 
kekuasaan Allah itu rakyat diwajibkan mentaati mereka seperti 
wajibnya mentaati Allah dan Rasul.  
Munawwar Khalil merumuskan batasan yang lebih 
singkat mencangkup selutuhnya. Beliau menyatakan bahwa ulil 
amri itu orang-orang yang mempunyai urusan pemerintahan. 
Sedangkan Jawahir Thantawi memberikan batasan yang 
mengsinkronisasikan antara bunyi QS. An- Nisa ayat 59 dan QS. 
Ali Imran ayat 159. Bahwa ulil Amri orang yang mendapatkan 
authority dari anggota atau kelompoknya. 
2
 
 
D. Penutup 
Secara ideal syariat Islam memang ditujukan untuk segenap 
manusia hingga akhir zaman. Namun realitas menunjukan bahwa 
tidak semua manusia menerima kebenaran Islam. Konsekuensi 
logis dari hal ini adalah bahwa syariat Islam tidak dapat 
diberlakukan untuk seluruh manusia. Berdasarkan kenyataan ini, 
jumhur ulama membagi Negara yang merupakan alat kekuasaan 
dalam menerapkan hukum Islam—kepada dua bagian, yaitu dar 
al-Islam dan dar al-harb. Sementara ulama Syafiiyah 
menambahkan kategori dar al-ahd atau dar al-aman disamping 
keduanya. Para ahli fikih mazhab Syi ah Zaidiyah mengistilahkan 
dar al-waqf  untuk dar al-Islam dan dar al-Fasiq untuk dar al-
Harb. Sedangkan kelompok Khawarij sekteIbadiah menamakan 
dar al-Islam dengan dar al-tawhid, meskipun mayoritas 
penduduk musyrik atau munafik, selama menganut Islam tetap 
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 Zakaria Syafei. Dalam Persfektif Islam Fiqih Siyasah. Hartomo Media 
Pustaka. Jakarta. 2012. Hal 100-106 
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melaksanakan kegiatan keagaam mereka secara terang-terangan 
dan aman. Untuk dar al-harb mereka namakan dar al-syirk.  
Perbedaan antara dar al-Islam dan dar al-harb bukan hanya 
terletak pada sisi hukum yang berlaku di sisi hukum yang berlaku 
di masing-masing Negara tersebut, melainkan juga karena 
perbedaan penguasa/ pemimpin Negara tersebut. Oleh sebab itu 
dalam dar al –Islam dan dar al-harb juga terdapat perbedaan 
kategori. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, maka suatu dar al-Islam 
dan dar al-harb dapat dibagi kedalam tiga kategori : Wilayah atau 
Negara yang didalamnya tidak terpenuhi unsure pokok sebagai 
dar al-Islam, yaitu pemberlakukan hukum Islam dan kekuasaan 
politik yang beradadi tangan non-muslim. Wilayah atau Negara 
yang hanya memenuhi salah satu unsure pokok untuk disebut 
sebagai dar al-Islam, meskipun tidak utuh. Wilayahnya dikuasai 
oleh non-muslim dan hukum  yang berlakupun bukan hukum  
Islam, namun, umat Islam yang menetap dinegara tersebut diberi 
kelonggaran untuk melaksanakan sebagian hukum  Islam. 
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